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‘QNBANG UNDANG N@M@R 42 TAH@N 1999
' Gian'io Al Imron”

':Abstraci Flduczary guaaan‘tee mstxtution has been pract:ced based -on

Jjurisprudence for a long time. That’s why the certamty of law is difficult to
‘achieved, cons1dermg }unsprudence aiways change. and develop. In 1999_

_issued Law . Number 42/1999about fiducmry guaraniee. By this law, it is.
' :expected that it can help busmess actxvzty of the. peopie and give acertam 8
__':law But any problem wﬁl appeal 1f we pay. attentwn on some arncle in that_ :

:as weil as from the soc1ety One of the aspect that tngger debates is about
the. characterlstlc nducmry right as a guarantee right. :
Kata kanei : Certainty Law-Characteristic Fiduciary Right

Latar Eelakang

. Kegiatan perkedatan merupakan sal iah satu jenis bisnis di sektor
perbankan Kegiatan tersebut merupakan usaha bank dalam menyalurkan
dana kepada masyarakat Dana yang disalurkan tersebut pada hakekatnya
juga dana masyarakat yang diperoleh bank dari simpanan nasabah. Oleh
karena itu kegiaian bank dalam bentuk penyaluran dana tidak dapat
dlpzsahkan dengan kegiatannya dalam menghimpun dana. Berkaitan dengan
dua jenis kegiatan . bank itu, Sutan Remy pernah mengemukakan dalam
sebuah tulisaninya : ©...Penyerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya
kembali kepada masyarakai dalam beniuk kredit merupakan dua fungsi
utama bank yang tidak dapat dlplsah}{an satt sama lain (Sutan Remy
Syahdeni, 1993 : 127).

Sebagai sarana uniuk melindungi dana kredit yang telah dikucurkan,
undang-undang telah menyediakan perangkat hukum sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW).
Dalam pasai itu disebutkan bahwa semua harta benda milik debitor akan
menjadl Jamman pelunasan piutang. Pola jaminan yang sedemikian ini
memberikan posisi yang seimbang kepada para kreditor. Sistem jaminan ini
disebut jaminan yang bersifat umum.

Dalam pola jaminan yang bersifat umum, posisi kreditor kurang kuat
Mereka saling berebut memperoleh pelunasan pintang antar sesama
kreditor. Keadaan itu tentu kurang menguntungkan bagi kreditor. Untuk
menghindari keadaan itu, dalam praktek perjanjian kredit biasanya bank
selaku kreditor meminta jaminan secara khusus. Jaminan yang bersifat
khusus itu harus diverianjikan. Jaminan khusus itu memberikan keunggu!;an

bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan pmlang
Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang bersifat
khusus. Kini lembaga jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-undang

* Gianto Al Imron adalah Dosen FH UNAIR Surabaya
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Nomor 42 ‘tshun 1999 tentang Jaminah Fidusia (selanjuinya disebut
Undang-undang Fidusia dan disingkat UUF). Kehadiran UUF diharapkan
dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik terhadap lembaga ini,
mengingat sebelum undang-undang ini lahir, eksistensi lembaga jaminan
fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi. & '

~ Kepastian hukum dalam hukum jaminan akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga jaminan, tak terkecuali
tehadap lembaga jaminan fidusia. Kehadiran UUF merupakan upaya untuk
menampung kebutuhan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kehadiran
Undang-undang ini ‘telah memberikan legalitas kuai terhadap keberadaan
lembaga jaminan fidusia. Dengan UUF diharapkan kepastian hukum
lembaga jaminan fidusia semakin kokoh, demikian pula jaminan bagi
kedudukan para pihak yang mengikatatkan diri dalam perjanjian jaminan
fidusia.

Harapan dan kenyataan sering kali berbeda. Apa yang diinginkan
berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Keinginan agar dengan kehadiran
UUF akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sepuitar lembaga ini
tidak terwujud. Sebaliknya kehadiran UUF justru menimbulkan berbagai
persoalan. Berbagai ketentuan yang ada di dalam UUF banyak memicu
perbedaan penafsiran.Bahkan sampai pada perdebatan mengenai substansi
yang ditampung dalam UUF,

" Salah satu substansi UUF yang memicu perdebatan tajam para pakar
hukum ialah mengenai karakter atau sifat hak fidusia. Substansi inilah yang
akan dibahas dalam tulisan ini.

Beberapa Pandangan Mengenai Sifat Hak Jaminan Fidusia

Pandangan para pakar hukum mengenai sifat hak jaminan fidusia
terbagi menjadi 2 (dua). Pendapat kelompok pertama mengemukakan bahwa
hak fidusia merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) sebagaimana
pengertian - fidusia dalam hukum Romawi. Sedang kelompok kedua
berpandangan bahwa hak fidusia merupakan hak kebendaan (zakenlijk
rechr). Berkaitan dengan hal ini Sutan Remy pernah mengemukakan dalam
sebuah karyanya ketika memberikan komentar Undang-undang Fidusia.
Sutan Remy melontarkan pertanyaan apakah hak fidusia itu merupakan hak
kebendaan atau hak perorangan. Pertanyaan ini muncul karena UUF tidak
memberikan jawaban yang jelas mengenai sifat hak jaminan fidusia.
Ketidakjelasan ini pada gilirannnya akan menimbulkan tidak ada kepastian
hukum dalam lembaga ini.

Sri Soedewi Masjchoen pernah menyampaikan bahwa ada dua

pendangar-mengenat sifat-dan-tujuan pacr pitk-dalam raembost DPETjanjian
jaminan fidusia, Berikut ini ulasan Sri Soedewi dalam sebuah bukunya :

“...Pada pokoknya terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama
mengemukakan bahwa perjanjian fidusia ity merupakan perjanjian yang
zakelijk dan memberikan hak-hak yang bersifat zakelijk bagi kreditor.
Sedangkan pendapat kedua mengatakan, bahwa perjanjian fidusia itu sesuai
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Meny1kap; ‘eksistensi pasal 20" tersebut J Satrzo membenkan komentar
dalam sebuah bukunya sebagai berikut :”Sifat dari hak kredxtor penenma_

fidusia yang dikatakan ‘ menglkun benda j Jam:an > ke dalam tanga siapapun
“benda“itu berpmdah merupakan salah satu ciri pokok’ hak kebendaan, dan

“iatas dasar itu" sekarang  bisa dikatakan, bahwa hak jaminan ﬁdusza'
:mempunyal sifat sebagai “hak kebendaan” (J.Satrio, 2002 ; 276). Hal senada

“juga pernah’ d:kemukakan oleh ‘Sutan Remy ketika memberikan komentar

+ pasal 20 UUF. Menurut - Sutan” Remy bahwa ketentuan- pasai 20 UUF -
- menunjukkan Jjaminan- fidusia mempmayal sifat kebendaan atau berlaku
' -_-_'ff;terhadapnya asas droil de suu‘e kecuail pengahhan ai:as benda persedlaan_

e 'yang ‘menjadi obyek jaminan fidusia.

“Dengan karakter hak™ kebendaan yang melekat pada hak Jamman_.'
-'-f'ﬁdusza ‘maka kreditor (penenma) fidusia akan memperoleh kedudukan vang

: kuat. ‘Dengan karakter ‘ini, semestinya hak fidusia dapat- dzpertahankan
terhadap ‘slapapun juga. ‘Berbeda halnya bila hak fidusia merupakan hak
perorangan Kalau hak fidusia ita merupakan hak perorangan maka berarti
‘hak jaminan fidusia itu hanya dapat dlpertahankan terhadap orang tertentu
‘saja, yaitu pihak yang terikal “dalam perjanjian saja (debltor/pembem
“fidusia). Hak kreditof atas benda agunan mienjadi sangat lemah. Kreditor
berada pada posisi yang mengkhawatirkan dalam hal pelunasan piutang.
Terutama sekali andaikata debitor merupakan pihak yang beritikat buruk.

Kalau pembentuk undang-undang memberikan karakter hak jaminan

'(baik itu hak hipotek, bak ‘gadai, hak tanggunﬂan matpun hak fidusia)

‘'sebagai hak kebendaan, mentirut pendapat penulis itu merupakan langkah

“yang tepat. Namun yang patut ‘dipertanyakan adalah imengapa pembemuk
undang—undang tidak menyebutkan satu pasal-pun dalam UUF yang
-menegaskan bahwa hak °;aumnam fidus:a itu merupakan hak kebeﬂdaan
menyebutkan berbagai ciri hak kebendaan.

- Dalam UUF tidak ada ketentuan yang secara eksplisit, tegas, dan Jelas
i menyebutkan ‘batiwa -~ hak * jaminan - fidusia “itu merupakan hak
‘kebendaan. Berbeda haliya apabila mencermati ketegasan sikap pemebentuk
undang-undang dalam memberikan status hak jaminan hipotek. Dalam pasal
1162 BW discbutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas
benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya
bagi penglunasan sutu perikatan. Dari ketentuan pasal 1162 BW ini
kelihatan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit menegaskan
bahwa hak hipotek merupakan hak kebendaan.

‘Pemberian karakter liak kebendaan terhadap hak jaminan sebenarnya

'*““““‘““‘”""""’”""‘"““”""’"”"‘“"’”"”‘”"*‘”&i‘ﬁ“ﬁ“ggﬁ“‘ﬁiéf‘i’“ﬁé‘fﬁfk‘j{i‘ﬁﬁ“’ﬁﬁﬁ?ﬁ‘ berida jantinam-adalabr milik-debiter Mamun—orm

dalam benda tersebut terkandung hak krediior tertentu. Apabila debitor
ingkar janji maka kreditor berwenang uniuk mengambil pelunasan dati hasil
pen_;uaiaﬁ benda itt, Demikian ppula bagt debitor, pada dasarnya selatia
penjaminan berlangsung tetapa dapat melakukan tindakan pemilikan atas
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--benda ity asalkan tidak merugikan kepentingan atau hak kreditpr selaku
- pemegang hak jaminan.
... Prinsip hukum yang ada dalam pasal 20 UUF.merupakan prinsip
.mendasar bagi hak kebendaan. Namun agaknya prinsip ini tidak dapat
berlaku dengan baik bila obyek jaminan fidusia merupakan benda bergerak
tidak - dtas nama. Lagi pula bukan sesuatu yang mudah untuk dapat
..mengakses . terhadap status suatu benda di KPF. Padahal akses itu sangat
- penting : sebagal upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga
_(masyarakat), - S
... Prinsip mengikuti bendanya dalam pasal 20 UUF itu tidak berlaku
terhadap semua benda. Ada perkecualian terhadap benda tertentu, yaitu
benda persediaan. -Berkaitan dengan prinsip ini Fred B.G. Tambunan
‘mengemukakan - bahwa pengecualian prinsip tersebut dimungkinkan dalam
~hal . benda’ persediaan terdiri dari benda jadi (finished goods) yang
diproduksi pemberi fidusia untuk dipasarkan. Pandangan ini senada dengan
ketentuan pasal 22 UUF. Dalam pasal itu disebutkab bahwa pihak ketiga
yang membeli benda jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan,
bebas dari tuntutan meskipun dia mengetahui benda itu menjadi obyek
jaminan fidusia, dengan syarat bahwa mereka membeli benda itu dengan
harga pasar.

. Berdasarkan pasal 20, 21, dan 22 UUF dapat ditafsickan bahwa hak
Jaminan fidusia memiliki karakter droit de suite. Namun prinsip ini tidak
berlaku terhadap benda-benda tertentu. Prinsip itu tidak berlaku dalam hal
benda persediaan menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan pola ini berarti
bahwa jika yang menjadi obyek jaminan fidusia itu merupakan benda
dalam persediaan maka asas droir de suife menjadi tidak berdaya (tidak
berlaku). Konstruksi demikian ini tentu menimbulkan persoalan yang rumit
dan terkesan tidak konsisten, Teristimewa lagi bila dikaitkan dengan asas
yang terkandung dalam pasal 1977 BW.,

Selanjutnya pasal 27 dan 28 UUF menyebutkan tentang hak
~mendahulu bagi pemegang hak fidusia. Hak mendahulu bagi penerima
fidusia merupakan karakter atau cirri hak kebendaan. Dalam pasal 27 UUF
disebutkan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan
terhadap kreditor lainnya, Hak didahulukan itu merupakan hak yang melekat
kepada kreditor penerima fidusia untuk didahulukan dalam memperoleh
pelunasan piutang. Pelunasan piutang tersebut diambil dari hasil penjualan
benda jaminan fidusia.

Dengan memegang hak mendahulu (hak preferen), kreditor penerima
fidusia berada dalam posisi yang kuat. Posisi ini menyebabkan kreditor

o JOSENILKL. Kenngoulan. untuk - didabulnken . dalam--sem bayaran-—piutang:

Penerima fidusia berhak menggeser hak kreditor lainnya. Dengan hak
preferen, kalau debitor wanprestasi atau jatuh pailit maka benda jaminan
akan dijual dan hasil penjualannya dibayarkan terlebih dahulu kepada
kreditor preferen.
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'-'-___'Dengan asas_ini.

: ;‘{I{I_II_}_’GE!B_F‘!SI_H{ Haﬁ_'; Lo o

' ___'jada asas prefere

hak - kebendaan, yaﬁu hak kebendaan yang bersafat membenkan jam1
.p' enma ﬁdusxa mempem}eh keungguian- alam
& fisia sooara

-:-'ffidus.la dllarang mclakukan ﬁciusza ulang terhadap ’nenda ﬁdu51a yang sudah :
“didaftar. Dengan ketentuan berartz fidusia yang kedua dan seterusnya batal
fdema hukum. Kedua pasal itu ‘saling kontradiktif, Mana diantara kedua pasal -
‘itu yang. benar sulit bagi. kita untuk menenwkannya Apakah ini ‘sel
: kekhﬂafan Hanya pembentuk undang-undang yang paling mengetahumya :

Kedudukan pemegang hlpotek ‘akan dltentukan oleh ‘kapan yang
bersangkutan mendafiarkan jaminan hipotek. Nomor urut (tanggal)_
penciaﬁ:aran sangat menentukan tingkatan hipotek bagi masing-masing -
pemegangnya. Pemegang ‘hipotek yang mendafiarkan lebih "awal akan
memiliki tingkatn .yang lebih tmggl dati pada pemegang hipotek yang
‘mendafiarkan” kemudian. ‘Pthak” yang lebih “awal dalam mendaftarkan
jaminan hipotek . memperoleh hak untuk diutamakan dalam pembayaran

“piutang, Dia akan memperoleh prioritas dalam pembayaran piutang. '

Dalam hipotek, apabila debitor wanprestasi maka berlaku ketentuan
bahwa pemegang hipotek periama ‘akan memperoleh pelunasan pembayaran
lebih dahulu dari pada pemegang hipotek kedua. Demikian pula pemegang
thotek kedua akan memperoleh pembayaran pxutang lebih dahulu daripada
pemegang ‘hipotek ketiga, dan seterusnya (Si‘i Soedewi Masjchoen, 1977 :
106). Pola pembayman piutang sedemikian ini dapat dicermati dalam pasal
1}81 BW ‘Dengan pola pembayaran kepada para pemegang hapotek
semacam ini maka berarti dalam hipotek ada asas prioritas.

Kalau mencermati UUF, maka di dalamnya ada ketentuan yang senada
dengan pasal 1181 BW. Ketentuan dimaksud adalah pasal 28 UUF. Menurut
hemat penulis, melalui pasal 28 pembentuk Undang-undang bermaksud
melengkapi hak jaminan fidusia dengan asas prioritas. Oleh karena ify,
semestinya rumusan hak penerima fidusia dalam pasal tersebut adalah hak
untuk  dintamakan, bukan hak untuk didahulukan. Kedua tersebut

merupakan cirl hak kebendaar, namun keduanya Ferailiki perbedaan yang
mendasar. Kalau hak didahulukan merupakan hak kreditor penerima
jaminan fidusia dalam hbbunffannya dengan kreditor konkuren, Dalam
hubungan ini kreditor ‘penerima fidusia harus é1c§ahuiukan pembayamn
piutangnya dari pada kieditor konkuren, Hak ini lahir merupakan
konsekwensi dari adanya asas droil de preference Adapun kalau hak
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‘diutamakan merupakan hak penerima fidusia dalam hubungannya sesama
penerima fidusia. Dalam hubungan ini hak jaminan fidusia yang lahir lebih
‘dahulu harus diutamakan daripada yang lahir kemudian. Keberadaan hak ini
‘merupakan konsekwensi yuridis adanya asas prioritas (droit de prioritas).

Simpulan

. Keberadaan Undang-undang Fidusia merupakan sarana untuk
-memberikan kepastian hukum terhadp lembag ini. Sebab sebelumnya
cksistensi lembaga ini hanya didasarkan pada vurisprudensi. Kendati
kepastian hukum merupakan substansi penting yang . ingin - diwujudkan,
namun ternyata hal ini tidak tercermin secara jelas dalam berbagai ketentuan
UUF.. Justru .banyak ketentuan di dalanmnya yang menimbulkan
permasalahan baru. Undang-undang Fidusia tidak menyebutkan secara
eksplisit, tegas, dan jelas mengenai sifat hak jaminan fidusia,sebagai hak
kebendaan atan bukan. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan
beberapa asas hak jaminan kebendaan, yaitu : droit de preference (pasal 1
angka 2 dan pasal 27), asas droit de prioritas (pasal 28), asas droit de suite
(pasal 20) yang tidak bersifat absolute, dan asas publisitas (pasal 18) yang
menimbulkan kesulitan dalam prakteknya.
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